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ISKURSUS menge

nai permintasn agar

Majelis Permusyawa

ratan Rakyat (MI'R)
segera menggelar sidang istime
wa untuk mengadili Presiden
Jokn Widodo karena pemerintah
dianggap telah gagal menangani
pandemi covid-19 merupakan
kekelivuan yang tidak relevan
ifallacy of irrelevant argu-
mont), Meski sangat disadari
bahwa perbedaan pendapat
ialah sebuah kewajaran dalam
negara demokrasi, pendapat
vang lahir dari kerancuan
berpikir sebagm akibat liarnya
nalar dalam berargumentasi
(fallacy) akan menimbulkan
kesesatan berpikir vanginkop<
stitusional,

Demokrasi tentu tidak ha-
nya menyandarkan pada kele-
luasaan berpikir dengan me
legitimasi kemerdekaan dan
kehebasan berbicara dalam
orkestrasi politik yang hanya
dibenarkan atau didukung
oleh banyak orang tanpa me-
lihat nalar yang logis {ergu-
mentum ad popufum). Sebagai
negara demokrasi konsti
tusional, sebalknya tradisi
herkonstitusi harus menjadi
landasan berpikir dan bertin
dak. Maka ltu, dalam konteks
pemakzulan presiden dany
atau wakil presiden nesil
nya dijetakkan secara konstl-
tusional

Perubahan UUD 1945 tidak
lagi mengenal lembaga negara
yang bersifat superior. dalam
hal ini lembaga tertinggi ne-
gara {MPR), tetapl sejajar atau
sederajat dengan lembaga
lembaga negara lainnya. Hal
tersebut berakibat pada per-
ubahan kewenangan MPR
Salah satunya lalah MPR tidak
lagt berwenang memilih presi-
den dan wakil presiden yang
seCara oiomats meminta dan
menilai pertanggungjawaban
presiden dan wakil presiden
atas permintaan DPR dalam si
dang rahunan yang kemudian
disebut Sidang Is
dalam hal presiden sebapai
mandataris MPR dianggap
melanggar UUD 1945 dan tidak
melaksanakan GHHN

Dengan tidak dikenal Tagi
presiden sebagai mandataris
MPR yvang harus bertangzung
jawab kepada MPR, tidalk dike
nal pulaisulah sidang istimewa

sebagal forum sidang MPR
dalam rangka meminta dan
menilal pertanggungjawaban,
yang dapat saja berimplikasi
pada pemakzulan. Dengan
dipilihnya presiden dan wakil
presiden secara langsung oleh
rakyat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6A UUD 1545,
pertanggungjawaban dilaksa
nakan kepada rakyar dalam
kantestasi politik berikutnya,
Hal itu juga sekaligus semakin
memperiegas bahwa UUD 1945
menganut sistem presidensial
murni.

Secara historis. praktk ke-
tatanegaraan. indanesia per
nale melaisindkan beberapa
kali Sidang Istimewa MPR.DI
antaranya-inlah S1 MPRS 1967
yahg berakibat jatuhnya Pre-
siden Sockarno: 51 MPR 195§
pengunduran difi Presiden
SoehartoSLMPR 1999 pertang-
pungjawiahan Presiden Habibie
meskipun tidak berakibat ke
jatulan Habibie, dan 51 MERE
200 menjatthkan Presiden
Abdurahman Wahid (Gus Dur),
Namun, pascaamandemen UULD

pemakzulan presiden
tau wakil presiden diatur
secara rigid dalam Pasal 7B
UL 1945,

Presiden dan Wakil Presiden
hanya dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh
MPR atas usul DPR, baik apa-
bila 1erbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap ne

gara. korupsi, penyuapan. tin-

dak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, maupun
apabila rerbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai pre
siden dansatau wakil presi-
den, Dengan demikian, alasan
pemakzulan sebagaimana di-
maksud bermakna hukum
(rechimatigheid), bukan terkait
dengan masalah kebijakan
(doelmatigheid) atau belaid
Pemakzulan schagaimana di
maksud hanya dapat dilskukan
melalui pengajuan oleh DPR ke-
pada MPR dengan terlebih da
hulu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus pendapat DPR
bahwa presiden dar 1 wakil
presiden telah melakukan pe-
langgaran hukum berupa peng
khianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau per-
buatan tercela; danfatau penda-
pat bahwa presiden dan
atau wakil presiden tidak
lagi memenuhi syarat se
bagai Presiden dan/
atau Wakil Pre
slden

Mahka
mah Kon
srituwsi
memi-
1iki ke-
wajiban
secara
konstity
sional un-
tuk membe
rikan pulusan
atas pendapat
DER me ai dugaan
pelanggaran presiden dan/
alau wakil presiden menurut
UUD sebagaimaona dimaksud
dalam Pasal 24C ayar (2)
UUD 1945, Dengan de-
mikian, tidak te
pat jika dalam
rangka pemak-
zulan presiden
dilakukan me-
lalui mekanisme
pengajuan gugat
an ke Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusal yang salah
satu petitumnya
menyatakan bahwa
"‘Menuntut iergugat
untuk men
terbulk
publik pengunduran
dirinya selaku Presi-
den RIT

Dalam sizstem pre-
sidensial, kedudukan
presiden/wakil presi
den sangarlah kuar
Tidak dapar dijatuhkan
secara politls dalam masa
jabatannya akibat kehijakan
(doelmatigheid beslissing) yang
ditetapkan atau dijalankan
presiden/wakil presiden da-
lam penyelenggaraan peme
rintahan. Kebljakan demi-
kian tidaklah rermasuk dalam
domainnya justisial. Artinya,
tidak dapar dijadikan sebagai
abjek sengketa di pengadilan
umum meskipun penggugat
merupakan konstituennya
yang akan menarik dukungan
atau mencabut mandat politk
yvang telah diberikannya da
lam kontestasi politik sebe
lumnya.
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